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DPRD Dianggarkanv
Rp 18 Juta Per Orang

Tabanan (Bali Post) -
Para kader partai politik
yang duduk menjadi wakil
rakyat tahun ini kembali
melaksanakan proses reses
dengan turun ke masyarakat
sejak tanggal 3 April hingga
8 April mendatang. Dalam
kegiatan reses tersebut,
dewan menyerap aspirasi
masyarakat untuk nantinya
diperjuangkan. Setidaknya
untuk peiaksanaan program
reses ini,. masing-masing de-
wan dijatah Rp 18 juta. Den-
gan uang tersebut, anggota
DPRD diminta turun ke enam
titik di daerah pemilihannya
masing-masing. :

Salah satu anggota de-

wan yang juga Ketua Komisi
II, Putu Eka Nurcahyadl
mengakul memang masing-

masing anggota diberikan
kesempatan untuk menyerap
aspirasi di enam titik dengan

mengumpulkan tanda tangan

masing-masing sebanyak
50 tanda tangan. “Saat me-
nyerap aspirasi masyarakat
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diberikan konsumsi, hing-
ga uang kebersihan pada
masyarakat,” ujarnya, Min-
ggu (5/4) kemarin.

Kegiatan reses tahun ini,
kata dia berbeda dengan ta-
hun-tahun sebelumnya. Bah-
kan untuk persiapan snack

~ dan konsumsi berupa nasi

kotak disiapkan oleh staf di
DPRD Tabanan. “Kami hanya
bertugas menyerap aspirasi,

- sedangkan untuk konsumsi

sudah dibantu staf dari de-
wan. Jadi kita turun selalu
bawa staf DPRD Tabanan,

ucapnya.

Ketua Fraksi Hanura dan
Nasdem Ida Ayu Ketut Can-
drawati mengaku akan mem-
bagi penggunaan dana reses
ini di enam lokasi dengan

konstituen minimal 50 orang.
‘Uang yang dipakai reses para

anggota dewan itu hingga kini

‘belum sepenuhnya turun,

sehingga disepakti untuk
sementara dana tiga juta itu

diambil dari kantong sendiri.

(kmb28)
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Gaj1 Perangkat Desa
Molor Empat Bulan

Para perbekel dan perang-
kat desa di Buleleng belakan-
gan ini terpaksa hasrus gigit
jari. Pasalnya, sudah empat
bulan ini mereka belum juga
menerima nafkah bulanan
(gaji - red). Molornya pem-
bayaran gaji mereka karena
Anggaran Pendapatan Be-
lanja Desa (APBDes) belum
ditetapkan. Hal ini ditambah
lagi aturan pembayaran gaji
untuk perangkat desa yang
rumit menyusul terbitnya
UU No. 6 Tahun 2014 ten-
tang Desa. ,

I Putu Romel, S.H.

Informasi dikumpulkan
di lapangan Minggu (5/4)
kemarin, menyusul terbit-
nya UU Desa tersebut, gaji
perangkat desa termasuk un-
tuk kaur kini harus mengi-
kuti sebuah formula yang
'sudah ditetapkan dalam UU
Desa. Gaji ini kini disebut
dengan istilah penghasilan
tetap (Siltap - red). Besaran
siltap ini pun tidak seragam,
tetapi diukur dari kucuran
Alokasi Dana Desa (ADD)
dari pemerintah daerah. Tak
hanya itu, beberapa indika-
tor lain juga dipakai untuk
menentukan persentase
siltap ini seperti jumlah
penduduk, luas wilayah,
kemiskinan, dan tingkat
kesulitan gerografis.
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Sekretaris Persatuan
‘Perangkat Desa Indone-
sia (PPDI) Buleleng I Putu
Romel, S.H. mengatakan,
keterlambatan menerima
nafkah bulanan sampai em-
pat bulan ini tidak bisa di-
hindari karena adanya dasar
hukum yang baru. Apalagi,

.ada syarat lain yang harus

dipenuhi yakni desa harus
sudah menyusun dan men-
etapkan APBDes. Penyusu-
nan APBDes ini, diakuinya,
juga sangat rumit dan bakan
hampir sama dengan APBD
(tingkat kabupaten). Kon-
disi ini seakan menambah
lama perangkat desa seperti
dirinya dan teman-temannya
-akan menerima hak mereka.
Bahkan, banyak dari rekan-
rekannya harus berutang
untuk memenuhi biaya hidup

keluarga dan bekal anak ke

sekolah. .

Sementara itu, Kepala
Badan Pemberdayaan
‘Masyarakat dan Pemerin-

hal- ¢
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“tahan Desa (BPMPD) Bule:

leng I Gede Sandhiyasa men-
gatakan, situasi itu terjadi
akibat ketentuan dalam UU
No. 6 Tahun 2014 tentang
Desa. Masing-masing desa
harus menyusun dan men-
etapkan APBDes terlebih
dahulu sebagai syarat untuk
bisa membayarkan nafkah
perangkat desa. Hanya,
sejauh ini semua desa di
Buleleng hampir belum me-
nyusun dan menetapkan
APBDes. Dalam APBDes itu
akan dialoaksikan besaran
penghasilan mulai dari per-
bekel dan perangkat desa.
Di sisi lain, mantan Ca-
mat Buleleng ini menga-
takan, masih ada beberapa
desa yang sama sekali belum
susun APBDes. Hal ini belum
menyusun pertanggungjawa-
ban keuangan desa untuk
tahun 2014. Dia mencon-
tohkan, dari 129 desa yang
ada, ada 29 desa yang belum
membuat laporan pertang-
gungjawaban. Atas kondisi

tidak bisa disusun, maka
akan makin lama nafkah per-
bekel dan perangkat desa be-
lum bisa dibayarkan. Untuk
itu, kita harapkan APBDes
segera disusun oleh desa,”
imbuhnya. :

Senada diungkapkan Plt.
Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Bimantara. Dia
mengatakan, keterlambatan
penyusunan APBDes di
masing-masing desa akibat
banyaknya aturan yang
membingungkan bahkan
aturannya cenderung tidak

‘nyambung. Atas kondisi

ini pihaknya sudah berk-

oordinasi dengan desa-desa

tersebut agar mempercepat.

proses pertanggungjawaban
agar bisa menyusun APBDes

tahun 2015. “Ka}@ APBDesV
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ini, pihaknya telah beru-

langkali berkonsultasi ke

Kemendagri hasilnya juga
belum memuaskan. Kendati
demikian, pihaknya terus
memberikan pendampin-
gan bagi desa-desa untuk
menyusun APBDes untuk
mempercepat proses. Set-
iap malam pihaknya kini
melakukan sosialisasi dan
pendampingan di masing-
masing kecamatan. “Perhi-
tungannya rumit dan nyeli-
met. Seperti dalam menen-
tukan siltap bagi perbekel
dan perangkat desa masih
rancu,” jelasnya. (kmb38)
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Hari Ini, Terpidana Kasus Art Center
Siap Dieksekusi

Denpasar (Bali Post) - :

~ Senin (6/4) pagi ini, rencananya dua
terpidana kasus korupsi di Art Center,
Ketut Suastika dan Ketut Mantara
Gandi, akan dieksekusi. Bahkan, kali
ini tanpa dilakukan pemanggilan seba-
gaimana disampaikan jaksa penuntut
umum (JPU) Made Tangkas. Sedangkan
penasihat hukum (PH) kedua terpidana,.

Haposan Sihombing, Minggu (5/4)

kemarin mengatakan bahwa Suastika
dan Mantara Gandi sudah melakukan
‘komunikasi dengan tim pengacara.
“Intinya bahwa setelah permohonan
mereka dikabulkan untuk mengikuti
upacara Minggu lalu, mereka bersedia
‘hadir untuk menjalani pidana. Kedua
klien kami bersedia hadir besok pagi-
(Senin hari ini - red) untuk menjalani
‘hukuman selaku terpidana,” tandas
Haposan Sihombing. Ia menambahkan,
tim pengacara akan mendampingi kedua
terpidana ke Kejaksaan Negeri Denpasar

Senin, & Agril 2015
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untuk menjalani eksekusi sesuai putu-
san PN Denpasar yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap atau inkracht.

~_ Sebelumnya diberitakan, Kejari
Denpasar dan JPU dari Kejati Bali tak
berdaya menghadapi kasus Art Center.
Walau putusannya sudah inkracht,
eksekusi terhadap kedua terpidana
kasus Art Center, Ketut Suastika dan
Ketut Mantara Gandi, Senin (30/3)
batal dilakukan. JPU Made Tangkas
mengatakan bahwa batalnya eksekusi
itu atas permintaan kuasa hukum
terpidana yang menyatakan bahwa
Suastika minta penundaan eksekusi
karena ada acara agama. Sedangkan

 Mantara Gandi, ada acara pengabenan.

Surat penundaan eksekusi itu dibawa
langsung oleh tim kuasa hukumnya,
Ketut Ngastawa dan Haposan Sihomb-
ing. “Klien kami sudah dipanggil untuk
rencana eksekusi. Namun karena ada
alasan kemanusian, bahwa Suastika

ida upacara di kampungnya,” tandas
Ngastawa kala itu. kol 5N
. Ngastawa menambahkan, Suas
ﬁeﬂjadr Eangarep yvang di kam

nya tidak ada siapa-siapa. Su:
menjadi penanggung jawab ter }
upacara pada purnama kadasa. Tin
kuasa hukum terdakwa kemudian ber-
temu dengan JPU Tangkas, minta izin
‘selama seminggu untuk tidak dilakukan

eksekusi. “Dan itu diizinkan untuk sem-
inggu,” tandas Ngastawa. B o
- Sementara Mantara Gandi minta izin

tidak dieksekusi dengan alasan ada up-
acara ngaben kakak iparnya. Ngastawa
menambahkan, selama ini kliennya cu-
kup koperatif. “Sehingga, kali ini minta
dengan hormat mohon diizinkan. JPU
sudah koordinasi dan diizinkan. Kami
tidak ada alasan menunda, namun kar-

ena alasan kemanusiaan saja,” tandas

Ngastawa. Kedua terpidana siap akan
dieksekus 6 Awil hari ni. (kmb37)
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Kasus Korupsi Raskin Masuki Tahap |l

Kerugian

i ar (Bali Post) - ; ’
Guli’lglyiéikan kasus korupsi b.e_ras mis}(m (raskin)
yang terjadi di Desa Melinggih, Payangan sudah
mémenuhi P 21. Bahkan berkas kasus korupsi yang
menyeret pegawai desa, A.A. Bagus Ser.nara Putra,
sebagai tersangka ini sudah memasuki t.ahgp dua
dan akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Gianyar,

Senin (6/4) hariini.

Kanit ITI Reskrim Polres
Gianyar Ipda Antariksawan
seizin Kasat Reskrim Polres

Gianyar AKP Aris Purwanto'

mengatakan, berdasarkan

Prosce Renyidfisan; paligs su-

dah menetapkan A.A. Bagus
Semara Putra sebagai ter-
sangka dalam kasus korupsi
raskin yang sudah dilaporkan
sejak 2013. “Tersangka hanya
petugas itu saja, kalau yang

lain dipastikan tidak terlibat,*
ucap Ipda Antariksawan.

Dia melanjutkan, kini

semua berkas penyidikan
sudah dilengkapi menjadi P
21, sehingga kasus korupsi
raskin di Desa Melinggih
tersebut bisa dilanjutkan ke
tahap dua. Mengenai total
kerugian yang ditimbulkan
dari kasus korupsi raskin
ini, Ipda Antaraiksawan
membeberkan, berdasar-
kan penghitungan BPKP
total kerugian mencapai Rp

1

135.978.501.90. “Setelah
hasil penghitungan BPKP
keluar, semua berkas sudah
dinyatakan lengkap, dengan
total penghitungan kerugian
sekitar Rp 135 juta. Jadi
besok (hari ini - red) semua
berkas akan diserahkan ke
kejaksaan,“ ungkapnya.

- Disinggung mengenai
modus yang dilakukan ter-
sangka, Ipda Antariksawan
mengatakan, kasus ini be-
rawal dari laporan warga
Desa Melinggih yang tidak

memperoleh hak raskin dari
Januari hingga Agustus 2013.
Saat ditanyakan ke pihak
kantor Desa Melinggih, mer-
eka hanya mendapat jawaban
bahwa jatah raskin habis atau
jatah raskin belum datang.
"Berdasarkan penyidikan,
modus yang dilakukan ter-
sangka dengan menggelapkan
beras yang seharusnya untuk
KK miskin, yakni dijual di
Pasar Payangan dan beber-
apa tempat lain,“ bebernya.
(kmb35)

35 Juta
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Kasus P“émerasan,CPNS |
Penyidik Agendakan
Pemeriksaan BKD

Tabanan (Bali Post) -
~ Setelah memanggil dan
memeriksa mantan peja-
bat Dinas Kebersihan dan
Pertamanan (DKP) Pemkab
Tabanan IGN Supanji pihak
Kejaksaan Negeri Tabanan
kembali memeriksa sejum-
lah pejabat terkait dugaan
pemerasan kasus CPNS di
lingkungan DKP Tabanan.
Rencananya, Senin (6/4) ini
tim penyidik Kejari Tabanan
kembali memanggil sejumlah
saksi dari kalangan pejabat
untuk diperiksa. Salah sa-
tunya dikabarkan dari ling-
kungan Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) Tabanan.
Kasipidsus Kajari Taban-
an Fathur Rochman menga-
takan pihaknya memanggil
sejumlah sakm untuk di-
periksa Senin (6/4) hari. ini.
Namun, untuk kepastiannya
siapa saja yang dipanggil, ia

_tak mau mengungkapkan-
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nya. 'Datanya saya lupa, ada
orang BKD,” ujarnya, Minggu
(5/4) kemarm

' Sementara itu Kepala BKD
Tabanan Made Yasa saat

~dicoba dikonfirmasi hingga

sore kemarin ponselnya tidak
aktif. Terkait kasus pem-
erasan CPNS, penyidik Kejari
Tabanan telah memeriksa
sejumlah saksi. Setidaknya
sejak status ditingkatkan ke
tahap penyidik, sudah sekitar
21 orang saksi diperiksa. Tak
hanya pegawai setempat, tim
penyidik juga memanggil
saksi dari masyarakat umum.
Semua saksi kooperastif.
Mereka memenuhi panggilan
kejaksaan dan memberikan
kéterangan yang diminta.
Dari keterangan saksi-
saksi itu dipastikan bahwa
hampir semuanya menga-

‘rah kepada tersangka yang

kini sedang dibidik penyidik.
(kmb28)
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Denpasar (BaliPost) -

Publik sangat berharap
adanya supervisi Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) da-
lam | penanganan perkara ko-
rupsi di Bali, khususnya yang
melibatkan pejabat dengan
kerugian negara yang besar.
Pasalnya, jika dilakukan pen-
gawasan maka penyelidikan
dan penyidikan akan lebih
transparan.

Saat dimintai konfirmasi
berapa perkara dugaan ko-
rupsi di Bali yang dilakukan
supervisi oleh KPK, Deni
Irawan selaku anggota tim
supervisi KPK mengataan,
hingga saat ini baru ada dua,
yakni kasus dugaan korupsi
pipanisasi Karangasem dan

korupsi pengadaan lahan
Dermaga Klungkung.

“Ya, belum banyak. Se-
ingat saya baru dua. Nanti
kalau ada lagi, saya sampai-

kan,” katanya saat ditemui di
Pengadilan T1p1kor Denpasar,
belum lama ini.

Sementara soal pemang-
gilan Gusti Ayu Sri Wahyuni
sebagai saksi dalam kasus
korupsi dan TPPU dengan ter-
dakwa Wayan Candra, salah
seorang jaksa Suhadi menga-
takan bahwa pengacara Ayu
Srif Wahyuni yakni Nyoman
Wisnu telah membawa surat
bahwa yang bersangkutan
sedang hamil besar. “Ini surat

- bahwa dia (Sri Wahyuni) lagi

hamil besar. Dia tidak bisa
naik pesawat. Yang bersangku-
tan berada di Jakarta, dan dia
menjadi saksi di luar berkas.
Lain halnya kalau dia kondis-
inya tidak sakit, bisa dilakukan
upaya paksa. Sekarang kalau

dia sakit, siapa yang mau tang-

gung jawab,” tegas Suhadi.
Yang lebih menarik, oleh

Jaksa ternyata Gusti Ayu Sri

KPK Awasi Dua Kasus
- Korupsi di Bali

/

Wahyuni sempat dipanggil
sebagai te . Namun oleh
kuasa hukumnya, Nyoman
Wisnu, disebutkan bahwa penu-
lisan tersangka itu tak ubahnya
supaya kliennya mau memenuhi
panggilan jaksa. “Padahal, dia
sebagai saksi. Belum pemah
diperiksa kok jadi tersang]
kata Nyoman Wisnu.

Sosok Gusti Ayu Sri
Wahyuni memang sempat
menjadi perbincangan di pen-
gadilan. Dia diduga tahu ban-
yak soal aset Wayan Candra

‘di Podomoro, Jakarta. Pasal-

nya, nama dia digunakan oleh
terdakwa. Pihak Kejati Bali
pun kala itu tidak memban-
tah bahwa Ayu Sri Wahyuni
disebut-sebut tahu banyak
soal Candra. Sedangkan kua-

‘sa’hukumnya, Wisnu, ngotot

menyebutkan bahwa kliennya
hanyalah sebagai saksi dalam
perkara ini. (kmb37)




